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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan
rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman
pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional;

bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
merupakan  dokumen = perencanaan dari = setiap
Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi
salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
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Mengingat

Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional menelaah konsistensi program
dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-

2024;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005
sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN 1V) dari
RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-
2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah
dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk
periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN
Tahun 2020-2024.

Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik
yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJMN
adalah perencanaan yang dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk menganalisis kondisi obyektif dengan
mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan
selama periode rencana berikutnya dalam rangka

penyusunan RPJMN.
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10.

11.

12.

13.

Rancangan Teknokratik Renstra K/L adalah adalah
perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis
kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa
skenario  pembangunan selama periode rencana
berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra K/L.
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan
Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi
lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk
di dalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

Unit Organisasi Eselon [ adalah instansi di bawah
Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh pejabat yang
bertanggung jawab melaksanakan program unit eselon I
dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.

Unit Organisasi Eselon II adalah instansi di bawah Unit
Organisasi Eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program
unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
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Tujuan adalah penjabaran Visi Kementerian/Lembaga
yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana
sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka
mencapai sasaran program prioritas Presiden.

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan
dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan
misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang
urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau
beberapa program untuk mencapai sasaran strategis
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan indikator kinerja yang terukur.

Kebijakan Kementerian/Lembaga adalah penjabaran
urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan
sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya
mencerminkan  bidang  urusan @ tertentu dalam
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya
untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan indikator
kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi,
serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
Pemerintah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan
permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera
dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki
dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran
pembangunan.

Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek
untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan
Presiden lainnya.

Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan
dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.

Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut

Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/
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